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Menimbang 4. bahwa dalam pcn j ~diaan tanah
masyarakat Kabupaten Daerah lingkal
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b. bahwa dalam pela

kaman harus memperhatikan
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. bahwa berdasarkan hur “ﬁ a dan b
pengaluran mengenai Per W laan
Krematorium dan Tempa yim
Kabupaten Daerah Ting it 11 Bogo
Perawuraa Daerali. . |
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Undang-undang Nomor 5 Tahur
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Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957, tentang Pera-

turan Umum Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan
Desa ;

¢. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang Keten-
tuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

/. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, tentang Pe-
nunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai hak
milik atas tanah'

8. Peiaturan Pemerintah Nomor 28 Labun 1977, tentang Per-
wakafan Tanah Milik :

9. Peraturan Pcmcrmtah Nomor 9 Tahun 1987, tentang

Penyediaan dan Penggunaan Tan.ah untuk keperluan Tempat
Pemakaman ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989,
tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1987, tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah
untuk keperluan Tempat Pemakaman :

11. Peraturan Daerah Swatantra Tingkat [ Jawa Barat Nomur
84/SK.P/1957, tentang Penguburan’ Mavat dalam Wilayah
Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat ;

IZ2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
Nomor [/Pm.003/DPRD/1977. tentang Tata Cara Membuat
Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah :

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

- Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan Pengang-

katan Penyidik Pegawai iVegeri Sipil yang melaksanakan
Penyidikar - terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang
“memuat ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN
~RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il
B0GOR.
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\ATURAN DAERAI] KABUPATEN DAERAH TING.
NAT 1T BOGOR, TENTANG PENGELOLAAN 'I;EEMPAT
PEMAKAMAN. KREMATORIUM DAN TEMPAT PENYIM.-

“ANAN ABU JENAZAH DI KABUPATEN DAERAH TING.-
KAT Il BOGOR.

Daerah Tingkat I1 Bogor ;

¢- Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pemakaman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabu-
pater Dacrah Tingkat 11 Bogor ;

Pemerintah | Jesa/Kelurahan :
b Tcmpal Pemakaman HBukan Umum adalah Nm"[hnah
Yyang ditelapkan untuk keperluan panakamanjenmh dan




). tempat Pemakaman Kiusus aCdidn Accer 1anan yang

o untuk tempet pemakuman vanz carens fikor
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hrematorium adalah Tempat Pembakaras Jenazah dan

alau Kerangka Jenazah ;

.. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah Tempat yaing
dibangun dilingkungan Krematorium dipergunakan untuk
penyimpanan abu jepazah setelah dilakukzn kremasi/
perabuan ;

m. Tanah Wakaf Pemakaman adalah Sebidang Tanah yang
diwakafkan untuk kuburan oleh pem<gang hak atas tanah
tersebut berdasarkan peraturan perundang-tmcangan yang
berlaku ;

n. Nisan adalah Batu Nisan yang memuat Kketerangan
tentang tanggal lahir, nama dan tanggal meninggalnya ;

0. Mobil Jenazah adalah Mobil Dinas Milik Pemerintah
Daerah yang diperuntukan khusus angkutan jecazah ;

p. Surat Izin adalah Surat Izin untuk penggunzan/perpan-
jangan tanah makam, penguburan, kremasi dcn penyim-
panan abu jenazah serta pengangkutan jenazah .

q. Tanah Makam adalah Perpetakan Tanah untuk memakam-
kan jenazah yang terletak ditempat pemakaman umum.
bukan umum dan pemakaman khusus;

r. Orang Tidak Mampu adalah Orang yang tidak mampu
berdasarkan Surat Keterangan dari Desa/Kelurzhan.

BAB Il
PENGELOLAAN, PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
Bagian Pertama

FPengelolaan

Pasal 2

(1) Tempat Pemakaman Umum, Krematorivm beserta tempat
penyimpanan abn jenazah dikelola oleh Pemerintah Daerah -

atau Pemerintah Desa/Kelurahan.
(2) Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium beserta

lempat penyimpanan abu jenazah dikelola oleh Badan
Hukum yang bersifat Sosial atau ke Agamaan.
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lagian Kedus
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jukan dan Penetapars

( Pasal 3 }

(1) Penunjukan dan Penetapan lokasi tanah untuk lmpa
Pemakaman Umum, Krematorium beserta t€m pat pPenyim.-
panan abu jenazah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, g
Kordinasikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat |

Jawa Barat.

‘“mpat penyimpanan abu jenazah yany dikelola oleh Ba
P . dan
(I){Iu;cugl yang bersifat Sosial atau Keagamaan dilaksanakan
“d1 Sutpau epala Daerah setelah menda persetuj
Mentcfi Dalam Negeri. ‘ o «._mJ“aﬂ
(3) Pemerintah Daerah dapat menentukan Tanzah Negara bebas
iarléas';‘rkan anah Milik untuk dijadikan tanah Pemakaman
peraturan perundang-undangan Yang berlaku.

r

Baglan Pertama
- Pemakaman
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(1) Pemakamadn Jenazan hare cifakyl
dalam ],171;‘1"'1;:! waktu 24 j:]m Qoo
meninggal dunid

)y Pe laan 14 |
(2) Fenundaan jangka waktu pemakaman sebagaimana dimak.

sud ayat (1) tasal il By dapat dilakukan Atz oin Bupati
Kepala Daerah. : _

1. , | ; - |
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izin Bupati Kepala Daerah.

(4) Jenazah yaug pemakamannya ditunda sebagaimana dimak-
sud ayat (2) Pasal ini harus disimpan didajam peti yang dida-
lamnya dilapisi seng atau sejenisnya yang tertutup rapat atau
dengan cara lain yang petSyaratannya ditetapkan oleh Bupati
Kepala Daerah. *

(5) Waktu Pemakaman, penggalian, pemindahan jenazah dan
atau kerargka jenazah dilakukan antara jam 06.% . 13.%
kecuali apabila dipandang perlu dan mendapat izin Bupati

(6) Jenazah yang tidak dikenal atai Jenazah orang tidak mampu,
©  penempatan dan pelaksanaan pemakamannya ditetapkan
oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Penggalian/Pemindahan Jenazah atau Kerangka Jeunazah

Pasal 6

(1) Pemindahan Jenazah dan atau kerangka jenazah dari tanah
pemakaman ke pemakaman lain, harus dengan izin Bupati
Kepala Dacrah. -

(2) Penggalian Jenazah dan.atau kerangka jenazah untuk
kepentingan  penyidikan  dapat - dilaksanakan ~ tanpa
persetujuan  keluarga/ahli -~ warisnya atau = pihak yang
bertanggung jawab. | ot o |

(3) Pemindahan Jeuazah dan atau kerangka jerazah sebagai-
~ mana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ind yang dila-
kukan scbelum jangka waktu 6 ( enam ) bulan setclah
S kecuali petugas yang bersangkutan.
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RABIY
PERIZINAN

Pasal 7

(1) Senap penggunaan tanah makam, wajib mendapat j,jp,
Bupati Kepala Daerah.

() Seniap penguburan jenazah dan atau kerangka jenazap ¢
pal pemakaman umum atau bukan umum wajib men
70 dan Bupati Kepala Daerah.

(1) Setiap kegiatan kremasi dan penyimpangan aby jenazap E

dar

item.
dapa[

Ty -

vang dilaksanakan oleh Badan Hukum yang bersifaf Sosig
dan Keagamaan wajib mendapat izin dari Bupat; Kenal,
Daerah, .

(4) Seliap pengangkutan keluar Daerah atau keluar Negeri wajip
Mmendapat izin dari Bupati Kepala Daeral. |

Pasal 8

Pemegang Surat Izin sebagaimana dimaksud Pasa] 7 Peraturan
Dacrah ini harus mentaati se

‘€rcantum dalam perizinan.

mua ketentuan dan persyaratan yang

o
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(COIUK | J U, l_I.I'CIIrHiL {)[u; ata Ipur Mmocel INi1san
iKan ditetapkan dalam Kesitas s At |
an di pran daiam :{\puthl,wm Bu.;u;m Kenala Daerah
Lempal PeMakANaN it NN R A At | :
lempat P xin Kaman disamping beriungsi sevagai makam,
juga agar ditata Sehingga dapat berfungsi sebagai taman
penghljauan, pelestarian dan kéindahan/kebersihan lir 2-
Kungan.
, )
(2) Penggunaan tanah untuk pemakaman Jenazah atau kerangka
Jenazah seseorang disesuaikan tidak lebih dari 59 % 1.5 m
dengan kedalaman minimum 1,5 m.

Pasal 11

Tempat Pemakaman harus nampak bersih, indah dan tertib

deagan :

:. Mengatur tanah tempat pemakaman sesuai dengan petunjuk
yang telah ditetapkan.

2. Memelibara kebersihan pemakaman, keindahan lingkungan
baik taman maupun penghijauan.

3. Menjaga Keamanan dan ketertiban tempat pemakaman.

4. Menjaga ketertiban umum pada waktu pelaksanaan pema-
kaman. |

BAB VI
PEMELIHARAAN

——
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Pasal 12

(1) Untuk memelihara kebersihan lingkungan tempat pemaka-
man umum, bukan umum dan khusus dilakukan oleh
pengelola.

(2) Kelvarga/ahli waris diwajibkan membayar biaya pemel-

- haraan uniuk setiap jangka waktu 5 ( hma ) tahun.

(3) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini

ditetapkan sebesar25 % dari besarnya Retnbusi pemakaman

setiap tahun. . b

-

Pasal 13. o

Keluarga/ahli waris wajib turut serta memelihara tanah pema-
kaman dalam ketertiban, kebersihan dan keindahan ( K 3 3 )

lingkungan.
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R ETRIBUSI

Pasul 14

Setiap kegialan sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 6 zyy (1
dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi da )
administrasi.

Pasal 15

Besamya Retribusi dan biaya administrasi pada tempat pema.

Kaman umum serta pemakaian mobil Jenazah diietapkan sebapyi

berilant 3=l n . = ' L —

1. Retribusi pemakaian penggunaan tanah makam :

-
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TypeKelas - | I s III IV

“—_————*\

TYPEA Rp.25000- Rp.20.000,- Rp15000 Rp10.000-
TYPEB Rp.20.000,- Rp.15000,- Rp.10.000,- Rp. 5.000_-

TYPEC Rp.10.000- Rp. 7.500,- Rp. 5000 Rp. 2500 - -

TYPED Rp. 5.000,- Rp. 3000~ Rp. 2000,- Rp.1.000-

© TYPEE Rp. 2000- Rp 1500- Rp. 1.000- Rp S0c.
Kriteria type/kelas tempat pemakaman sebagaimana dimak- -

~ + Sud butir a akan diatur dalam Keputusan Kepala Daerah. -
—“_“\
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1. lzin Pengelolaan untuk setiap kali memakamkan, kremzsi
dan menvimpan abu jenazah dikenakan sebesar Rp. 5.000),-

[zin Penguburan bagi masyarakat luar Daerah setiap
penguburan sebesar Rp. 25.000,-

Pasal 17

Sctiap pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud Pasal 9 Pera-—
turan Daerah ini dikenakan biaya sebesar S0 % dari besarnya
retribusi pemakalan/penggunaan tanah makam.

Pasal 18

Penerimaan retribusi dan biaya Izin sebagaimana dimaksud Pasal
14, 15, 16, dan 17 Peraturan Daerah ini mcrupakan penerimaan
Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 19

Retribusi dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14, 15, 16 dan 17 Peraturan Daerah ini dibebaskan bagi orang

yang tidak mampu. P
"BAB VI
PENUTUPAN DAN PEMINDAHAN LOKASI
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Pasal 20

(1) Apabila tempat pemakaman umum, tempat amang
bukan umum, krematorium beserta tempat penyimpanan sbu's
ngtmthmRmnaTthom,maka_lom TSCOUL

_'ditutup - dan sccara bertahap dipindahken ke lokasi iain g

(2) Penutupan dan pemindaban

' ketempat ain dﬁdﬂpm "o 3

achagaimena dimaksud dalam ayat (1) dan Q)&
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PE
EMAKAMAN KHUSUS

Pasal 21

Sohap

) pemakaman dj

Betgad bl ditempat pemakaman khusus di Sesuai
‘ngan pera ran perundang-undangan yang bf:r].aku(muur |

,. RAB X [
KETENTU
AN PIDANA DAN PENYIDIKAN %
Pasal 22 u

Pasal 22 Peraturan m h Edi]als l
. m | . |
Pc_r.ryldik Um'.lz:l‘z')dm t s st
atav Penyidik Pegawai N e
legeri Sipil

dilingkun

: gan Pemeri

dilctapkan  scsuai peraturan pcnmdmgghundt:;mya
i Vi ! 20 4t s - gan
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nemanggu ordang untuk didengar dan dipcriksa sebagai
tersangka atau saks; ; |

£. mendatangkan orang ahnl yang ciperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat
petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat
cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan
tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyicik Umum
membentahukan hal tersebul kepada Fenuntut Umum
lersangka atau keluarganya ;

1. mengadakan tindakan lain megurut hukum yang dapat
¥ ggung jawabl

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah im, Tempat Pemakaman
Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Tempat Pemakaman
Khusus, Krematocum dan Tempat Penyimpanan Jenazah yang
telah ada harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah mi.

" BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
~ Pasal 25

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan
Daerak ini sepanjang mcagenai ks pelsksanaanoya aksn
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Dacrah. -







